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Menimbang :

BUPATT BARTTO TrtnIR,

bahwa untuk nnelaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat t?l
Peraturan Pemerintah Nornor 36 Tahun 20L9 tentang
Pemberian Ttrrnjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Barito Timur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tlrnjangan
Hari Raya Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan
Pegawai Negeri Srpll di Lingkungan Pernerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Puiang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito
Timur dan Katrupaten Barito Tirnur di Provinsi Kalirnantan
Tengah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2
Nomor 18, Tarnbahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor a 180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia
Nomor a28611,

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20o,4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Iemharan Negara Republik
Indonesia Tahun ?Ao4. Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38h

Mengingat



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523al,;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang Aparatur
Sipil Negara iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Al4 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a|;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan krnbaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679l';

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O11;

9. Peraturan Pemerintah Nornor 39 ?ahun 2Ae7 tentang
Pengelolaan Uang NegaralDaerah {l,embaran Negara
Republik Indonesia ?ahun 2OAT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

1O. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 63221;

ll.Peraturan Pernerintah Nonror 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian T\rnjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit ?entara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerirna Pensiun, dan Penerima T\rnjngan {I-embara.n
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 93,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
63ael;

12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalanr Negeri Nomor 13 Tahun 2OC6 tentang
Pedoman Pen5;elolaan Keua:rgan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A36l,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturaa Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 teatang Perubalran
Atas Peraturanr Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor L57l1'



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 ?ahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2A$ (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 43);

15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2Al8
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor
21l';

UEUUTUSKAtrT :

: PERATURAII BT PATI TEIITAIIG PETUIYJITK TEIO!ilS
PELAKSAtrAAIT PffiBERIAIT TI'ISJAI{GTIT IIARI RAYA
KEpArla PE IABAT I{BGARA" PrHPrilAlt DAlt A!IGGO:rA
DEIIIAN PERWAKII,AIT RAITYAT DAERAII, DAIY
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DAERAII KABUPATEIT BARIT'O TITIIR.

BAB I

KETEIITTUAIT UTUUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Barito Timur;

2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Barito
Timur.

3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Barito Timur.

4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rak5rat Daerah
adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah Kabupaten Barito Timur.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguaa
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran {PA/KPA} atau
pejabat lain yabg ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA)
atau dokumen lain yang dipersamakan.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
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BAB A

PEMBERIAIT TUIJAITGATI HARI RAXA

Pasal 2

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS
diberikan T\.rniangan Hari Raya.
PNS sebagairnana dimaksud pada ayat {1} termasuk :

a. PNS yang ditugas diluar instansi pemerintah daerah
yang gajinya dibebankan oleh instansi indukrrya;

b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat
menjadi komisioner atau anggota lembaga norr
struktural;

c. Calon PNS.
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak termasuk
PNS yang sed.ang menjalarri cuti di luar ta.nggungan
negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah
daerah baik di dalam maupulr. di luar negeri yang gajinya
dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
Ttrnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 huruf c tidak diberikan kepada CPNS yang Surat
Perintah Melaksanakan Ttrgas {SPMT} setela}r tanggatr 1

April 2AL9.

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya bag Representasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat t1) yaitu sebesar
penghasilan 1 {satu} bulan pada 2 (dua} bulan sebelum
hari raya"

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 {dua} bulan
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belurn dibayarkan seksar penghasilan yang
seharusnya ctiterima kareaa berubahnya peagfrasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan setrisih
kekurangan T\rnjangan Hari Raya.

{3} Penghasilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1}
diberikan bagr Pejabat Negara, Pirnpinan dan Anggota
DPRD, dan PNS meliputi Gaji Pokok/Uang Representasi,
Thnjangan Keluarga, Ttrnjangan Jabatan atau Tunjangan
Fungsional/Umuna.

{4) G4ii Pokok/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan
T[njangan Jabatan atau Ttrnjangan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} merupakan Gaji Pokok/ Uang
Representasi, T\mjangan Keluarga dan Tunjangan
Jabatan atau Tunjangan Umurn sebagaimana di atur
dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai gaji.

(5) Tunjangan Jabatan sebagarntal:a dimaksud pada ayat {a}
terdiri dari :

a. Tunjangan Jabatan Struktural;
b. TUnjangan Jabatan Fungsional.

{6} Besaraa Penghasilan sebagaimafla dirnaksud pada ayat
(1) tidak termasuk jenis tunjaagan Tarnbahan
Penghasilan, tunjangan bahaya, tunjangan resiko,
tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan
khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan,
tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus,
tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan DPRD
(tunjangan transportasi, perrrmahan, dan tunjangan
lainnya yang sejenis).

{3}
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{7} Penghasilan seb'agaimana dimaksud pada ayat {3} tidak
dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Potongan lain lain berdasarkan ketentuart peraturan
peruodang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{71 adalah potongan lain selain potongan pajak
penghasilan.

{9} Penghasi}an sebagaimana dirnaksud pada ayat t3}
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

ksal4

{1} Penerima gaji terr.rsan dari Pejabat Negara, Pimpiaan dan
Anggota DPRD, dan PNS yang meninggal dunia diberikan
T\rnjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 {satu}
bulan gqji terusan pada 2 (dua) bulan sebetum bulan hari
raya.

{2} Pembayaran Trrnjangan Hari Raya sebagainaana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga
tempat Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan
PNS bekerja.

BAB III
PEUBAYARAI{ TUISJAI{GA}I II.*RI RAYA

ksal 5

{1} Tunjangan Hari Raya untuk Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, dan PNS dibayarkan paling cepat 10
{sepuluh} han kerja sebelurn ta*ggal hari raya.

{2} Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksr.ld
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, T\rnjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

Pasat 6

Pembayaran Thnjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Angplaran Tahun Anggaran 2019 masing-masing
Perangkat Daerah

Pasat 7

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SpM
T\rnjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.

{2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dibuat terpisah dengan menggunakan jenis SpM:

a. SPM THR Gqfi untuk pembayaran gaji pokok/uaag
representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan
atau tunjangan umum bagi PHS;

b. SPM THR Pegawai Lainnya untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya bagi pejabat Negara, pimpinan
dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
pasal 1 angka 3.

{3} sPM Tlrajangan Hari Raya dibrrat tersendiri dan terpisatr
dari SPM gaji bulanan.



{4} Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau
susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 8

Tata cara penerbitan dan penga.juan Surat Perintah
Pembayaran, SPM dan SP2D T\rnjangan Hari Raya
berpedoman pada peraturan prundang-r:ndangan yang
berlaku"

BAB nI
PEfiDAITAAIT

Pasat 9

Pendanaan Ttrnjangan Hari Raya bersumber pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur"

BAB V
PE$GENDALIAJY Iff?ERTAL

Pasal 1O

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian
internal terhadap pelaksanaan pernbayaran Tlnjangan Hari
Raya.

BA3 Vt
PENUTUP

Pas*l 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangalt Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barita Tirnur.

Ditetapkan di Tamiang Layaag
pad.a,,tansg.al 7z lqvl 2Ol9
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Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 Mt-l 2A19
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